KEPALA DESA PRAYUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN KEPALA DESA PRAYUNGAN

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN
PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RT-RW

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

bahwa untuk mangatur Penghasilan Tetap, Tunjangan,
dan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa, serta Tunjangan BPD dan Insentif
RT/RW di Desa Prayungan, maka perlu menetapkan
Peraturan Kepala Desa;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
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2014 tentang Desa sebagaimana diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Kepada Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggungjawaban  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 tahun
2010 tentang Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 tahun
2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015
tentang Pedoman umum pengelolaan ADD, bagi hasil
pajak, bagi hasil retribusi untuk desa di kabupaten
Bojonegoro sebagaimana talah diubah dengan Peraturan
Bupati Bojonegoro Nomor 8 tahun 2017;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018
tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018
tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;

Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2019 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) tahun 2019;
Peraturan Desa Nomor 03 tahun 2019 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pedoman Penetapan
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Tambahan Tunjangan
Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW
tahun 2019;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGHASILAN

TETAP, TUNJANGAN, DAN TAMBAHAN TUNJANGAN
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BPD

DAN RT - RW.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

10.

11

12.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Bojonegoro

Desa adalah Desa Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
olah Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang
ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat
Desa yang ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban Kepala Desa.

. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan

mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.

Lembaga kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah
Lembaga yang dibentuk sebagai pembantu pemerintah Desa dalam
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memberdayakan masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, agar
terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat sesuai
dengan bidangnya.

Lembaga kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah
Lembaga yang dibentuk sebagai pembantu pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, agar
terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat sesuai
dengan bidangnya.

Karyawan Desa adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala
Desa sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas
pemberdayaan masyarakat, Pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, dengan masa jabatan 60 tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan

yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa
dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa.
Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada
Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan
untuk meningkatkan kinerja.

Tambahan tunjangan penghasilan adalah Tambahan tunjangan penghasilan
yang diberikan kepada Kepala desa dan Perangkat Desa yang berasal dari
Pengelolaan Tanah bengkok.

Tanah bengkok adalah tanah yang berdasarkan asal usul sebagai garapan
atau penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan
Perangkat Desa selain penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan
tunjangan penghasilan yang bersumber dari APBDesa.

BAB 1II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mengatur tentang :

(1)
(2)
(3)
(4)
()

(1)

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala desa dan Perangkat Desa;
Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Tunjangan BPD dan Insentif Lembaga RT — RW.

BAB III
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap
bulan.



(2)

(3)

(4)

Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Sekretaris Desa

b. Kepala Seksi

c. Kepala Urusan

d. Kepala Dusun

Besaran Penghasilan Tetap masing-masing jabatan Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagai berikut :

a. Kepala Desa Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang
merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada peraturan Bupati;
b. Sekretaris Desa mendapat penghasilan tetap sebesar Rp. 2.450.000,-
(Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan

jumlah 100% dari jumlah maksimal pada peraturan Bupati;

c. Kepala Dusun, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan mendapat Penghasilan
tetap sebesar Rp. 1.750.000,- ( Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah ) yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada
peraturan Bupati;

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil tidak

mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4

(1) Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kepala
Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan yang bersumber dari
APBDesa;

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.

Tunjangan Jabatan

b. Tunjangan Suami / Istri

® oo

Tunjangan Anak
Tunjangan Beras
Tunjangan Kesehatan

(3) Besaran Tunjangan Jabatan adalah sebagai berikut :

a.
b.

C.

Kepala Desa menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 3.400.000,-

Sekretaris Desa menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.217.623,-
Kepala Dusun Prayungan menerima tunjangan jabatan sebesar
Rp.780.000,-

Kepala Dusun Medalem Barat menerima tunjangan jabatan sebesar
Rp.815.000,-

Kepala Seksi Pemerintahan menerima tunjangan jabatan sebesar
Rp.850.000,-

Kepala Seksi Kesejahteraan menerima tunjangan jabatan sebesar
Rp.815.000,-

Kepala Seksi Pelayanan menerima tunjangan jabatan sebesar
Rp.600.000,-



h.

Kepala Urusan Perencanaan menerima tunjangan jabatan sebesar
Rp.600.000,-
Kepala Urusan Tata Usaha / Umum menerima tunjangan jabatan sebesar
Rp.600.000,-
Kepala Urusan Keuangan menerima tunjangan jabatan sebesar
Rp.600.000,-

(4) Besaran Tunjangan Suami / Istri setiap bulan adalah sebagai berikut :

a.
b
C

o

Kepala Desa menerima Tunjangan Suami / Istri sebesar Rp. 175.000,-
Sekretaris Desa menerima Tunjangan Suami / Istri sebesar Rp. 122.500,-
Kepala Dusun Prayungan menerima Tunjangan Suami / Istri sebesar
Rp.87.500,-

Kepala Dusun Medalem Barat menerima Tunjangan Suami / Istri sebesar
Rp.87.500,-

Kepala Seksi Pemerintahan menerima Tunjangan Suami / Istri sebesar
Rp.87.500,-

Kepala Seksi Kesejahteraan menerima Tunjangan Suami / Istri sebesar
Rp.87.500,-,-

Kepala Seksi Pelayanan menerima Tunjangan Suami / Istri sebesar
Rp.87.500,-

Kepala Urusan Perencanaan tidak menerima Tunjangan Suami / Istri
Kepala Urusan Tata Usaha / Umum menerima Tunjangan Suami / Istri
sebesar Rp.87.500,-

Kepala Urusan Keuangan tidak menerima Tunjangan Suami / Istri.

(5) Besaran Tunjangan Anak diterima setiap bulan adalah sebagai berikut:

(6)

a.

.0

=

Kepala Desa menerima Tunjangan Anak sebesar Rp. 140.000,-

b. Sekretaris Desa menerima Tunjangan Anak sebesar Rp. 98.000,-
C.
d. Kepala Dusun Medalem Barat menerima Tunjangan Anak sebesar

Kepala Dusun Prayungan menerima Tunjangan Anak sebesar Rp.70.000,-

Rp.70.000,-

. Kepala Seksi Pemerintahan tidak menerima Tunjangan Anak.

Kepala Seksi Kesejahteraan menerima Tunjangan Anak sebesar
Rp.70.000,-,-
Kepala Seksi Pelayanan menerima Tunjangan Anak sebesar Rp. 70.000,-

. Kepala Urusan Perencanaan tidak menerima Tunjangan Anak

Kepala Urusan Tata Usaha / Umum menerima Tunjangan Anak sebesar
Rp.35.000,-

. Kepala Urusan Keuangan tidak menerima Tunjangan Anak

Besaran Tunjangan Beras diterima setiap bulan adalah sebagai berikut :

a.
b.
C.

d.

Kepala Desa menerima Tunjangan Beras sebesar Rp. 100.000,-
Sekretaris Desa menerima Tunjangan Beras sebesar Rp. 100.000,-

Kepala Dusun Prayungan menerima Tunjangan Beras sebesar
Rp.100.000,-
Kepala Dusun Medalem Barat menerima Tunjangan Beras sebesar

Rp.100.000,-



(7)

(8)

(1).

e. Kepala Seksi Pemerintahan menerima Tunjangan Beras sebesar
Rp.100.000,-.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan menerima Tunjangan Beras sebesar
Rp.100.000,-,-

g. Kepala Seksi Pelayanan menerima Tunjangan Beras sebesar Rp.100.000,-

h. Kepala Urusan Perencanaan menerima Tunjangan Beras sebesar
Rp.100.000,-

i. Kepala Urusan Tata Usaha / Umum menerima Tunjangan Beras sebesar
Rp.100.000,-

j- Kepala Urusan Keuangan menerima Tunjangan Beras sebesar

Rp.100.000,-

Besaran Tunjangan Kesehatan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

a. Kepala Desa menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 137.877,-

b. Sekretaris Desa menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 49.000,-

c. Kepala Dusun Prayungan menerima Tunjangan Kesehatan sebesar
Rp.35.000,-

d. Kepala Dusun Medalem Barat menerima Tunjangan Kesehatan sebesar
Rp. O,-

e. Kepala Seksi Pemerintahan menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp.
35.000,-.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp.
0,-

g. Kepala Seksi Pelayanan menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp.
35.000,-

h. Kepala Urusan Perencanaan menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp.
35.000,-

i. Kepala Urusan Tata Usaha / Umum menerima Tunjangan Kesehatan
sebesar Rp. 35.000,-

j- Kepala Urusan Keuangan menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp.

35.000,-

Kepala Desa dan Perangkat desa yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil hanya
memperoleh tunjangan jabatan.

Pasal 5

Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal (3)
dan tunjangan sebagaiaman dimaksud dalam pasal (4) Kepala desa dan
perangkat Desa, menerima tambahan tunjangan penghasilan yang
bersumber dari pengelolaan tanah bengkok.

(2). Tambahan tunjangan penghasilan dari Pengelolaan tanah bengkok dalam

satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) adalah sebagai
berikut:
a. Kepala Desa menerima Tambahan tunjangan penghasilan sebesar

Rp.80.000.000,-



(2)

(3)

b. Sekretaris Desa menerima Tambahan tunjangan penghasilan sebesar
Rp.39.948.735,-

c. Kepala Dusun Prayungan menerima Tambahan tunjangan penghasilan
sebesar Rp. 30.000.000,-

d. Kepala Dusun Medalem Barat menerima Tambahan tunjangan
penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,-

e. Kepala Seksi Pemerintahan menerima Tambahan tunjangan penghasilan
sebesar Rp. 21.000.000,-

f. Kepala Seksi Kesejahteraan menerima Tambahan tunjangan penghasilan
sebesar Rp. 21.000.000,-

g. Kepala Seksi Pelayanan menerima Tambahan tunjangan penghasilan
sebesar Rp. 21.000.000,-

h. Kepala Urusan Perencanaan menerima Tambahan tunjangan penghasilan
sebesar Rp. 21.000.000,-

i. Kepala Urusan Tata Usaha / Umum menerima Tambahan tunjangan
penghasilan sebesar Rp. 21.000.000,-

j- Kepala Urusan Keuangan menerima Tambahan tunjangan penghasilan

sebesar Rp. 21.000.000,-

BAB V
PENENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 6

Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal (3)
dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dan Tambahan
tunjangan penghasilan pada pasal (5), Kepala Desa dan Perangkat Desa
dapat memperoleh penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Honorarium pengelola keuangan dengan perhitungan maksimal 1 % dari
jumlah total APBDesa, sebesar Rp. 20.245.000,-

Besaran honorarium pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat
(2) diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 kali dalam setahun.

BAB VI
TUNJANGAN BPD
Pasal 7

Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan maksimal sebesar
7.5 % (Tujuh setengah persen) dari tiga puluh perseratus jumlah APBDesa.
Besaran Tunjangan BPD diterima setiap bulan pada tahun anggaran
berjalan , dengan rincian total dalam satu tahun sebagai berikut :

a. Ketua : Rp. 6.675.000,-



(1)

(2)

b. Wakil Ketua : Rp. 5.475.000,-

c. Sekretaris : Rp. 5.475.000,-
d. Anggota masing-masing : Rp. 4.875.000,-
Pasal 8

Ketua Rukun Tetangga ( RT ) dan ketua Rukun Warga ( RW ) menerima
insentif diterima satu tahun dengan besaran sebagai berikut :

a. Masing-masing Ketua Rukun Tetanga mendapat : Rp. 100.000/bulan
b. Masing-masing ketua Rukun Warga Mendapat : Rp. 100.000/bulan
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala
Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Pemberian Penghasilan
tetap, tunjangan, Tambahan tunjangan penghasilan dan penerimaan
lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Kepala Desa ini akan
diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Prayungan

/
N N /
VN -~
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Diundangkan di : Prayungan
Pada Tanggal : 15 Februari 2019
SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN

TANA TA RAHAYU

LEMBARAN DESA TAHUN 2019 NOMOR 03



